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ABSTRAK 

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEGAWAI PEMERINTAH 

DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) GURU 

DI KOTA BANDAR LAMPUNG 

 

Oleh 

Mhd. Alfha Reja 

 

Perlindungan hukum bagi PPPK guru telah diatur dalam UU No. 20 Tahun 2023 

tentang ASN, PP No. 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK, dan UU No. 14 

Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang memberikan jaminan kesetaraan hak 

dengan PNS. Namun, implementasinya di Kota Bandar Lampung menghadapi 

kesenjangan signifikan,. Permasalahan yang dikaji meliputi: (1) Bagaimana 

perlindungan hukum bagi PPPK guru di Kota Bandar Lampung. (2) faktor-faktor 

penghambat dalam perlindungan hukum tersebut. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris dengan 

menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kondisi 

implementasi di lapangan melalui wawancara dengan guru PPPK dan kepala 

sekolah yang ada di Kota Bandar Lampung. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pengimplementasi mengenai hak yang 

seharusnya didapatkan oleh Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 

Guru di Kota Bandar Lampung masi belum diterapkan dibuktikan dengan adanya 

penunggakan gaji PPPK Guru hingga 9 bulan, ketidakpastian status kepegawaian, 

dan lemahnya mekanisme penegakan hak. (2) Faktor penghambat meliputi aspek 

yuridis (kelemahan regulasi dan ketidakpastian hukum), struktural (keterbatasan 

anggaran APBD dan kapasitas kelembagaan), kultural (stigma sosial dan perbedaan 

perlakuan), serta teknis operasional (kesenjangan implementasi dan koordinasi 

antarinstansi). 

Penelitian ini merekomendasikan revisi PP No. 49 Tahun 2018, penguatan alokasi 

anggaran khusus PPPK, peningkatan kapasitas BKPSDM, dan penguatan 

mekanisme pengawasan untuk memastikan perlindungan hukum yang efektif bagi 

PPPK guru. 

Kata Kunci: PPPK guru, perlindungan hukum, Aparatur Sipil Negara, 

penunggakan gaji, Kota Bandar Lampung  
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ABSTRACT 

LEGAL PROTECTION FOR GOVERNMENT EMPLOYEES 

WITH A TEACHER’S EMPLOYMENT AGREEMENT (PPPK) 

IN BANDAR LAMPUNG 

By 

Mhd. Alfha Reja 

 

Legal protection for PPPK teachers has been regulated in Law No. 20 of 2023 

concerning ASN, Government Regulation No. 49 of 2018 concerning PPPK 

Management, and Law No. 14 of 2005 concerning Teachers and Lecturers which 

guarantees equal rights with civil servants. However, its implementation in Bandar 

Lampung City faces significant gaps. The problems studied include: (1) How is the 

legal protection for PPPK teachers in Bandar Lampung City. (2) the inhibiting 

factors in the protection of the law. 

This research uses a normative and empirical juridical approach by analyzing the 

applicable laws and regulations and implementation conditions in the field through 

interviews with PPPK teachers and school principals in Bandar Lampung City. 

The results of the study show that: (1) The implementation of the rights that should 

be obtained by Government Employees with Work Agreements (PPPK) for 

Teachers in Bandar Lampung City has not been implemented as evidenced by the 

arrears of PPPK Teachers' salaries of up to 9 months, uncertainty of employment 

status, and weak rights enforcement mechanisms. (2) Inhibiting factors include 

juridical aspects (regulatory weaknesses and legal uncertainty), structural (limited 

APBD budget and institutional capacity), cultural (social stigma and treatment 

differences), and operational technical (gaps in implementation and coordination 

between agencies). 

This study recommends the revision of PP No. 49 of 2018, strengthening the PPPK 

special budget allocation, increasing the capacity of BKPSDM, and strengthening 

the supervision mechanism to ensure effective legal protection for PPPK teachers. 

Keywords: PPPK teachers, legal protection, State Civil Apparatus, salary arrears, 

Bandar Lampung City 
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MOTTO 

 

 

 يسُْرًا   الْعسُْرِ  مَعَ  فاَِن  

“Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan” 

(QS. Al-Insyirah:5) 

 

 

 وُسْعهََا إِّلَّ  نفَْسًا ٱلَلُّ  يكَُل ِّفُ  ا

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 

kesanggupannya.” 

(QS. Al-Baqarah:286) 

 

 

“Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka 

Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga.”  

(HR. Bukhari dan Muslim) 

 

 

"It always seems impossible until it’s done." 

(Nelson Mandela) 
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BAB I 

 PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara:"Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi 

pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja 

pada instansi pemerintah. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 

tentang Guru dan Dosen:"Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama 

mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan 

mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, 

pendidikan dasar, dan pendidikan menengah." 

 

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara:"Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat 

PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang 

diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka 

melaksanakan tugas pemerintahan." PPPK atau Pegawai Pemerintah dengan 

Perjanjian Kerja adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu dan 

diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka 

melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan 

pemerintahan.. PPPK merupakan salah satu jenis Aparatur Sipil Negara (ASN) 

yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan 

instansi pemerintah dan ketentuan undang-undang. 

 

Perbedaan utama antara PPPK dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) terletak pada status 

pengangkatannya; PNS diangkat secara tetap, sedangkan PPPK diangkat 

berdasarkan kontrak kerja untuk jangka waktu tertentu. PPPK biasanya mengisi 
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jabatan fungsional tertentu dan dapat bekerja di berbagai lembaga pemerintahan 

seperti kementerian, universitas negeri, dan sekolah negeri. Masa kerja PPPK 

umumnya selama lima tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan instansi 

berdasarkan penilaian kinerja.1 Perkembangan Pegawai Pemerintah dengan 

Perjanjian Kerja (PPPK) di Indonesia menunjukkan kemajuan signifikan hingga 

tahun 2024 dengan peningkatan formasi sebesar sekitar 23%. Pada tahun 2024, 

pemerintah mengalokasikan formasi PPPK terbesar sepanjang sejarah, mencapai 

lebih dari 1 juta formasi (sekitar 1.017.967), sebagai bagian dari upaya penataan 

tenaga non-ASN di berbagai instansi pemerintah. 

 

Seleksi PPPK dilakukan dalam dua tahap untuk mengakomodasi tenaga honorer 

dan tenaga non-ASN yang terdata dalam database Badan Kepegawaian Negara 

(BKN). Bagi yang tidak lolos seleksi tahap pertama diberi kesempatan mengikuti 

tahap kedua, sehingga proses penyerapan tenaga non-ASN menjadi PPPK semakin 

optimal. Proses pengangkatan PPPK 2024 juga sudah mendekati tahap akhir 

dengan penerbitan Nomor Induk Pegawai (NIP) yang telah mencapai sekitar 60-70 

persen.2  Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 pengertian perlindungan 

hukum adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada 

korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, 

kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan 

penetapan pengadilan. 

 

Pengangkatan guru sebagai PPPK merupakan upaya pemerintah untuk 

meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan dengan memberikan 

fleksibilitas dalam pengelolaan tenaga pendidik, sekaligus memberikan kesempatan 

kepada guru honorer dan lulusan baru untuk menjadi bagian dari ASN.3 

Rekruitment PPPK khususnya guru Kota Bandar Lampung terus dilaksanakan 

untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik. Pada tahun 2024, Pemerintah Provinsi 

Lampung membuka 2.074 formasi PPPK guru untuk mengisi kekurangan dari 

 
1 (https://denpasar.bkn.go.id/xmedia/2024-xxi-html/003c-pns-pppk.html) 
2(https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/pendaftaran-pppk-2024-masih-terbuka-luas-
untuk-tenaga-non-asn) 
3 Sri Hartini, et al., 2014, Hukum Kepegawaian di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 31. 
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rekrutmen tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya upaya serius 

pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui pemenuhan 

kebutuhan tenaga pengajar.4 Meskipun demikian, status PPPK guru masih 

menimbulkan berbagai pertanyaan terkait perlindungan hukum yang diberikan. 

Berbeda dengan guru PNS, PPPK guru diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk 

jangka waktu tertentu. Hal ini menimbulkan kekhawatiran mengenai jaminan 

keberlangsungan pekerjaan dan hak-hak yang diperoleh. 

 

Berdasarkan iPeraturan iPemerintah iNomor i49 iTahun i2018 itentang iManajemen 

iPPPK, ipemerintah imenyediakan iperlindungan iberupa iJaminan iHari iTua i(JHT) 

iberupa ipemberian iuang isekaligus iyang idiberikan isaat iPPPK iberhenti ibekerja, ibaik 

ikarena ipensiun, imengundurkan idiri, idiberhentikan idengan ihormat, imaupun 

imeninggal idunia. iBesaran iJHT idihitung iberdasarkan iakumulasi iiuran iyang 

idibayarkan iselama imasa ikerja iPPPK, idan idana iJHT iini idikelola ioleh iBPJS 

iKetenagakerjaan, ijaminan ikesehatan, ijaminan ikecelakaan ikerja, idan ijaminan 

ikematian ibagi iPPPK. iNamun, iimplementasi iperlindungan ihukum itersebut idi itingkat 

idaerah, ikhususnya idi iKota iBandar iLampung, imasih iperlu idikaji ilebih ilanjut.5 

 

Mengingat ipentingnya iperlindungan ihukum ibagi iPPPK iguru idalam imenjalankan 

itugas idan itanggung ijawabnya, iserta iuntuk imenjamin ikesejahteraan idan 

ikeberlangsungan iprofesi iguru, imaka ipenelitian imengenai i"Perlindungan iHukum 

iBagi iPegawai iPemerintah idengan iPerjanjian iKerja i(PPPK) iGuru idi iKota iBandar 

iLampung" imenjadi isangat irelevan idan ipenting iuntuk idilakukan. iPenelitian iini 

idiharapkan idapat imemberikan igambaran iyang ikomprehensif imengenai 

iimplementasi iperlindungan ihukum ibagi iPPPK iguru idi iKota iBandar iLampung, iserta 

imengidentifikasi itantangan idan ipeluang idalam iupaya imeningkatkan iperlindungan 

ihukum itersebut. iDari ipenjelasan idan ipemaparan iyang itelah idijabarkan ioleh ipeneliti 

idi iatas ikarena iminimnya iperlindungan iterhadap iPegawai iPemerintah iDengan 

iPerjanjian iKerja i(PPPK) iterutama idi ikota iBandar iLampung iserta ibanyaknya ikasus 

iyang iterjadi iPada iPPPK iseperti iadanya ipenunggakan igaji iselama i9 ibulan iterhadap 

 
4 Muchsan, 2007, Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata 

Usaha Negara di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, hlm. 71. 
5

 iLalu iHusni, i2015, iPengantar iHukum iKetenagakerjaan iIndonesia, iRaja iGrafindo iPersada, iJakarta, 

ihlm. i183. 
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iPPPK idi ikota iBandar iLampung, imaka ipeneliti itertarik iuntuk imelakukan ipenelitian 

idengan ijudul i“Perlindungan iHukum iBagi iPegawai iPemerintah iDengan iPerjanjian 

iKerja i(PPPK) iGuru idi iKota iBandar iLampung”. 

 

1.2 Rumusan iMasalah 

Berdasarkan ilatar ibelakang idi iatas irumusan imasalah ipenelitian iadalah isebagai 

iberikut i: 

1. Bagaimana iPerlindungan iHukum ibagi iPegawai iPemerintah idengan iPerjanjian 

iKerja i(PPPK) idi iKota iBandar iLampung? i 

2. Faktor-faktor iapa isajakah iyang imenjadi ipenghambat idalam iperlindungan ihukum 

ibagi iPegawai iPemerintah idengan iPerjanjian iKerja i(PPPK) iguru idi iKota iBandar 

ilampung? 

 

1.3 Tujuan iPenelitian 

Tujuan idari ipenelitian iini iadalah iuntuk imenganalisis idan imengidentifikasi 

iperlindungan ihukum iyang idiberikan ikepada ipegawai ipemerintah idengan iperjanjian 

ikerja i(PPPK) iGuru idi iIndonesia. iSecara ikhusus, ipenelitian iini ibertujuan iuntuk: 

a. Untuk imengetahui ibagaimana iPerlindungan iHukum ibagi iPegawai iPemerintah 

idengan iPerjanjian iKerja i(PPPK) idi iKota iBandar iLampung. 

b. Untuk imengetahui iFaktor-faktor iapa isajakah iyang imenjadi ipenghambat idalam 

iperlindungan ihukum ibagi iPegawai iPemerintah idengan iPerjanjian iKerja i(PPPK) 

iguru idi iKota iBandar ilampung. i 

 

1.4 Manfaat iPenelitian idan ikegunaan ipenelitian 

Berdasarkan ijudul ipenelitian i"Perlindungan iHukum iBagi iPegawai iPemerintah 

iDengan iPerjanjian iKerja i(PPPK) iGuru idi iKota iBandar iLampung", iberikut iadalah 

ibeberapa imanfaat ipenelitian iyang idapat idirumuskan i: 

1. Manfaat iTeoritis: 

a. Memberikan ikontribusi iterhadap ipengembangan iilmu ihukum, ikhususnya idalam 

ibidang ihukum iketenagakerjaan idan ihukum iadministrasi inegara iterkait 

iperlindungan ihukum ibagi iPPPK iguru. 

b. Memperkaya iliteratur iakademis imengenai iimplementasi ikebijakan iPPPK iguru 

idan iaspek iperlindungan ihukumnya idi itingkat idaerah. 
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2. Manfaat iPraktis: 

a. Bagi iPemerintah iDaerah: iMemberikan imasukan idan irekomendasi iuntuk 

ipenyempurnaan ikebijakan idan iregulasi iterkait iperlindungan ihukum ibagi iPPPK 

iguru idi iKota iBandar iLampung. 

b. Bagi iPPPK iGuru: iMeningkatkan ipemahaman imengenai ihak-hak idan 

iperlindungan ihukum iyang iseharusnya imereka iperoleh, isehingga idapat 

imemperjuangkan ihak-hak itersebut isecara ilebih iefektif. 

c. Bagi iDinas iPendidikan: iMenyediakan iinformasi idan ianalisis iyang idapat 

idigunakan isebagai ibahan ipertimbangan idalam ipengambilan ikeputusan iterkait 

imanajemen iPPPK iguru. 

d. Bagi iMasyarakat: iMeningkatkan ikesadaran ipublik imengenai istatus idan 

iperlindungan ihukum ibagi iPPPK iguru, isehingga idapat imendorong ipengawasan 

idan idukungan imasyarakat iterhadap ikesejahteraan iguru.



 
 

 

 

 

 

 

 

BAB iII 

 iTINJAUAN iPUSTAKA 

 

2.1 Perlindungan iHukum 

2.1.1 iPengertian iPerlindungan iHukum 

Perlindungan ihukum iadalah isuatu iperlindungan iyang idiberikan ikepada isubyek 

ihukum isesuai idengan iaturan ihukum, ibaik iitu iyang ibersifat ipreventif i(pencegahan) 

imaupun idalam ibentuk iyang ibersifat irepresif i(pemaksaan), ibaik iyang isecara itertulis 

imaupun itidak itertulis idalam irangka imenegakkan iperaturan ihukum. iPerlindungan 

ihukum ibagi itenaga ikerja ibertujuan iuntuk imenjamin iberlangsungnya isistem 

ihubungan ikerja isecara iharmonis itanpa idisertai iadanya itekanan idari ipihak iyang ikuat 

ikepada ipihak iyang ilemah. iUntuk iitu ipengusaha iwajib imelaksanakan iketentuan 

iperlindungan itenaga ikerja itersebut isesuai iperaturan iperundang-undangan iyang 

iberlaku. i 

Perlindungan ihukum ibertujuan iuntuk i:6 

1. Menciptakan ikeadilan, iketertiban, ikepastian, idan ikemanfaatan idalam 

imasyarakat. 

2. Melindungi ihak-hak iindividu idari itindakan isewenang-wenang. 

3. Menjamin iberlangsungnya isistem ihubungan ikerja iyang iharmonis, ikhususnya 

idalam ikonteks iketenagakerjaan. 

 

Perlindungan ihukum idapat idibagi imenjadi idua ibentuk iutama, iyaitu i:7 

a. Perlindungan iHukum iPreventif 

 
6

 iLalu iHusni, i2016, iPengantar iHukum iKetenagakerjaan iIndonesia, iRaja iGrafindo iPersada, iJakarta, 

iHlm. i63. 
7

 iAgusmidah, i2010, iHukum iKetenagakerjaan iIndonesia: iDinamika idan iKajian iTeori, iGhalia 

iIndonesia, iBogor, iHlm. i42. 
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1) Bertujuan iuntuk imencegah iterjadinya ipelanggaran iatau isengketa. 

2) Memberikan ibatasan idalam imelakukan isuatu iperbuatan. 

3)  i iContoh: iPeraturan itentang isyarat-syarat ikeselamatan ikerja. 

 

b. Perlindungan iHukum iRepresif 

1) Bertujuan iuntuk imenyelesaikan isengketa iyang isudah iterjadi. 

2) Memberikan isanksi iterhadap ipelanggar ihukum. 

3) Contoh: iPenyelesaian isengketa idi ipengadilan. 

 

Perlindungan ihukum iharus imemenuhi iunsur-unsur iberikut, iyaitu i:8 

1) Adanya iperlindungan idari ipemerintah iuntuk imasyarakat. 

2) Jaminan ikepastian ihukum. 

3) Berkaitan idengan ihak-hak iwarga inegara. 

4) Adanya isanksi ihukuman ibagi ipihak iyang imelanggar. 

 

Dalam ikonteks iketenagakerjaan, iperlindungan ihukum imencakup i:9 

1) Perlindungan iatas ihak-hak idasar ipekerja/buruh. 

2) Perlindungan iatas ikeselamatan idan ikesehatan ikerja. 

3) Perlindungan ikhusus ibagi ipekerja/buruh iperempuan, ianak, idan ipenyandang 

idisabilitas. 

4) Perlindungan itentang iupah, ikesejahteraan, idan ijaminan isosial itenaga ikerja. 

 

Dasar iPerlindungan ihukum idi iIndonesia iyaitu i:10 

1. Pasal i28D iayat i(1) iUUD i1945 iyang imenjamin ihak isetiap iorang iatas ipengakuan, 

ijaminan, iperlindungan, idan ikepastian ihukum iyang iadil. 

2. Undang-Undang iNo. i13 iTahun i2003 itentang iKetenagakerjaan iyang imengatur 

isecara ikhusus iperlindungan ibagi ipekerja/buruh. 

Dengan idemikian, iperlindungan ihukum imerupakan iinstrumen ipenting idalam 

imenegakkan ikeadilan idan imenciptakan ikeharmonisan idalam ihubungan ikerja 

imaupun idalam imasyarakat isecara iluas. 

 

 
8

 iIman iSoepomo, i2003,  iPengantar iHukum iPerburuhan, iDjambatan, iJakarta, iHlm. i88. 
9

 iAsri iWijayanti, i2017,  iHukum iKetenagakerjaan iPasca iReformasi, iSinar iGrafika, iJakarta, iHlm. i102. 
10

 iHardijan iRusli, i2011,  iHukum iKetenagakerjaan, iGhalia iIndonesia, iBogor, iHlm. i71. 
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2.1.2 Pegawai iPemerintah idan iPerjanjian iKerja 

 

PPPK ididefinisikan isebagai iwarga inegara iIndonesia iyang imemenuhi isyarat itertentu 

idan idiangkat iberdasarkan iperjanjian ikerja iuntuk ijangka iwaktu itertentu iguna 

imelaksanakan itugas ipemerintahan. iKedudukan ihukum iPPPK idiatur idalam iUndang-

Undang iNomor i5 iTahun i2014 itentang iASN, iPP iNomor i11 iTahun i2017, idan iPP 

iNomor i49 iTahun i2018 itentang iManajemen iPPPK. iPengadaan iPPPK imemiliki 

ibeberapa itujuan iutama, iyaitu i:11 

a. Memenuhi ikebutuhan iinstansi ipemerintah iakan ipegawai idengan ikeahlian iatau 

ikompetensi itertentu. 

b. Meningkatkan ikualitas ipelayanan ipublik. 

c. Mengisi ikekosongan iformasi idi iinstansi ipemerintah. 

d. Memberikan ikesempatan ikepada imasyarakat iuntuk iberkarir idi isektor ipublik. 

 

Pegawai iPemerintah idan iPerjanjian iKerja imemiliki ibeberapa ikarakteristik ikhusus:12 

1. Diangkat idengan iperjanjian ikerja iuntuk ijangka iwaktu itertentu, iminimal i1 itahun 

idan imaksimal i5 itahun. 

2. Memiliki iNomor iInduk iPPPK. 

3. Usia ipaling irendah i20 itahun idan ipaling itinggi i1 itahun isebelum ibatas iusia ipensiun 

ijabatan iyang iakan ididuduki. 

 

PPPK imemiliki ihak idan ikewajiban iyang idiatur idalam iperaturan iperundang-

undangan, imeliputi i:13 

a) Gaji idan itunjangan isesuai ibeban ikerja, itanggung ijawab ijabatan, idan irisiko 

ipekerjaan. 

b) Cuti. 

c) Perlindungan, itermasuk ijaminan ikesehatan, ikecelakaan ikerja, idan ikematian. 

d) Pengembangan ikompetensi. 

 
11

 iSudjono iTrimo, i2015,  iManajemen iSumber iDaya iManusia, iSalemba iEmpat, iJakarta, iHlm. i56. 
12

 iAries iHarianto, i2016,  iHukum iKetenagakerjaan: iMakna iKesusilaan idalam iPerjanjian iKerja, 

iLaksBang iPRESSindo, iYogyakarta, iHlm. i39. 
13

 iMoh. iSyaufii iSyamsuddin, i2004,  iNorma iPerlindungan idalam iHubungan iIndustrial, iSarana iBhakti 

iPersada, iJakarta, iHlm. i82. 
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Mekanisme idan ipelaksanaan iPengadaan iPPPK idilakukan imelalui ibeberapa itahapan, 

iyaitu i:14 

1) Perencanaan i 

Menentukan ikebutuhan iPPPK iberdasarkan ianalisis ibeban ikerja, ikebutuhan 

ijabatan, idan iketersediaan ianggaran. 

2) Pengumuman ilowongan 

Menyerahkan ilowongan iPPPK imelalui imedia iresmi i(misalnya iportal iSSCASN). 

3) Pelamaran 

Pelamar imengajukan iberkas idan imengikuti ipersyaratan iyang iditetapkan idalam 

ipengumuman. 

4) Seleksi 

Proses iseleksi imeliputi iseleksi iadministrasi, iseleksi ikompetensi i(misalnya iCAT), 

idan iseleksi iwawancara i(jika iada). 

5) Pengumuman ihasil iseleksi 

Hasil iseleksi idiumumkan isecara itransparan. 

6) Pengangkatan imenjadi iPPPK 

Calon iPPPK iyang idinyatakan ilulus iseleksi idiangkat imenjadi iPPPK iberdasarkan 

iperjanjian ikerja iyang idisepakati. i 

 

Meskipun isama-sama ibagian idari iASN, iPPPK imemiliki iperbedaan isignifikan 

idengan iPNS, iyaitu i:15 

a. Status ikepegawaian iPPPK ibersifat ikontraktual, isementara iPNS iberstatus ipegawai 

itetap. 

b. PPPK itidak imemiliki ijaminan ikepastian istatus ikepegawaian ijangka ipanjang 

iseperti iPNS. 

 

Tantangan idalam iimplementasi ikebijakan iPPPK, imeliputi:16 

1. Perlunya iperencanaan ianggaran iyang imatang ioleh ipemerintah idaerah. 

2. Kebutuhan iakan iregulasi iyang ijelas idan ikonsisten iterkait imanajemen iPPPK. 

 
14

 iAloysius iUwiyono, iet ial., i2014, iAsas-Asas iHukum iPerburuhan, iRaja iGrafindo iPersada, iJakarta, 

iHlm. i95. 
15

 iSiti iKunarti, i2009, iPerjanjian iKerja iSebagai iPerlindungan iHukum ibagi iPekerja, iUniversitas 

iJenderal iSoedirman, iPurwokerto, iHlm. i28. 
16

 iSuyanto, i2020,i"Kebijakan iAparatur iSipil iNegara", iPenerbit iBumi iAksara, iJakarta, iHlm. i78. 
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3. Perlunya ipenyesuaian isistem ikepegawaian iuntuk imengakomodasi ikeberadaan 

iPPPK. 

Dengan iadanya iPPPK, ipemerintah iberupaya imenciptakan isistem ikepegawaian iyang 

ilebih ifleksibel idan iresponsif iterhadap ikebutuhan iinstansi, isambil itetap imenjaga 

iprofesionalisme idan ikualitas ipelayanan ipublik. 

 

2.1.3 Guru iPPPK 

Guru iPPPK i(Pegawai iPemerintah idengan iPerjanjian iKerja) iadalah itenaga ipendidik 

iprofesional iyang idiangkat ioleh ipejabat ipembina ikepegawaian iuntuk imelaksanakan 

itugas ipendidikan idalam isuatu ijabatan ipemerintahan idengan istatus inon-PNS. iDalam 

ihal iini iguru iPPPK imemiliki istatus idan ikedudukan ihukum isebagai iberikut:17 

a. Guru iPPPK imerupakan ibagian idari iAparatur iSipil iNegara i(ASN) inon-PNS. 

b. Diangkat iberdasarkan iperjanjian ikerja iuntuk ijangka iwaktu itertentu, iminimal i1 

itahun idan imaksimal i5 itahun. 

c. Memiliki iNomor iInduk iPPPK isebagai iidentitas iresmi. 

Tujuan ipengadaan iguru iPPPK ipada idasarnya iadalah isebagai iberikut:18 

1. Memenuhi ikebutuhan iguru idi isekolah inegeri. 

2. Meningkatkan ikualitas ipendidikan inasional. 

3. Memberikan ikesempatan ikepada iguru ihonorer idan iguru iswasta iuntuk imenjadi 

iASN. 

 

Berdasarkan iUU iNo. i5 iTahun i2014 idan iPP iNo. i49 iTahun i2018, iGuru iPPPK imemiliki 

ihak idan ikewajiban isebagai iberikut:19 

1. Hak i: 

a) Gaji idan itunjangan isesuai ibeban ikerja idan itanggung ijawab. 

b) Cuti isesuai iketentuan iyang iberlaku. 

c) Perlindungan, itermasuk ijaminan ikesehatan, ikecelakaan ikerja, idan ikematian. 

d) Pengembangan ikompetensi. 

 
17

 iRina iMartini, i2022, i"Manajemen iAparatur iSipil iNegara iKontemporer", iYayasan iKita iMenulis, 

iMedan, iHlm. i145. 
18

 iMiftah iThoha, i2021, i"Manajemen iKepegawaian iSipil idi iIndonesia", iKencana, iJakarta, iHlm. i203. 
19

 iSedarmayanti, i2019, i"Manajemen iSumber iDaya iManusia: iReformasi iBirokrasi idan iManajemen 

iPegawai iNegeri iSipil", iPT iRefika iAditama, iBandung, iHlm. i312. 
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2. Kewajiban:  

a) Setia idan itaat ipada iPancasila, iUUD i1945, idan ipemerintah. 

b) Menjaga ipersatuan idan ikesatuan ibangsa. 

c) Melaksanakan itugas ikedinasan idengan ipenuh ipengabdian, ikejujuran, ikesadaran, 

idan itanggung ijawab. 

d) Menunjukkan iintegritas idan iketeladanan idalam isikap, iperilaku, iucapan, idan 

itindakan. 

 

Proses iseleksi idan ipengangkatan iGuru iPPPK iyang idilaksanakan iadalah isebagai 

iberikut i:20 

a. Seleksi idilakukan imelalui itahapan: iperencanaan, ipengumuman ilowongan, 

ipelamaran, iseleksi, ipengumuman ihasil iseleksi, idan ipengangkatan imenjadi iPPPK. 

b. Persyaratan iumum imeliputi iusia iminimal i20 itahun idan imaksimal i59 itahun, iserta 

ikualifikasi ipendidikan iminimal iS1/D4. 

c. Terdapat ikategori ipelamar iprioritas i(P1, iP2, iP3, iP4) idengan ikriteria itertentu. 

 

Terdapat ibeberapa iperbedaan iantara iGuru iPPPK idengan iGuru iPNS iyaitu isebagai 

iberikut: 

1. Status ikepegawaian iPPPK ibersifat ikontraktual, isementara iPNS iberstatus ipegawai 

itetap. 

2. Guru iPPPK itidak imemiliki ijaminan ikepastian istatus ikepegawaian ijangka ipanjang 

iseperti iPNS. 

3. Tidak imendapatkan ijaminan ipensiun iseperti iPNS. 

 

Tantangan idan iisu imengenai iguru iPPPK iadalah isebagai iberikut:21 

a) Perlunya iperencanaan ianggaran iyang imatang ioleh ipemerintah idaerah iuntuk 

imenggaji iGuru iPPPK. 

b) Kebutuhan iakan iregulasi iyang ijelas idan ikonsisten iterkait imanajemen iGuru iPPPK. 

c) Penyesuaian isistem ikepegawaian iuntuk imengakomodasi ikeberadaan iGuru 

iPPPK. 

 
20

 iEko iPrasojo, i2023, i"Reformasi iBirokrasi idi iIndonesia", iUniversitas iIndonesia iPress, iJakarta, iHlm. 

i189. 
21

 iSri iHartini, i2022, i"Hukum iKepegawaian idi iIndonesia", iSinar iGrafika, iJakarta, iHlm. i256. 
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Dengan iadanya iGuru iPPPK, ipemerintah iberupaya imenciptakan isistem ikepegawaian 

iyang ilebih ifleksibel idalam ibidang ipendidikan, isambil itetap imenjaga 

iprofesionalisme idan ikualitas ipelayanan ipendidikan idi iIndonesia. 

 

2.1.4 Perlindungan iHukum ibagi iGuru iPPPK 

Perlindungan ihukum ibagi iguru iPPPK imerupakan iaspek ipenting iyang idiatur idalam 

iperundang-undangan iuntuk imenjamin ihak-hak idan ikesejahteraan imereka. 

iPerlindungan ihukum ibagi iguru iPPPK ididasarkan ipada:22 

1. Pasal i22 iUndang-Undang iNomor i5 iTahun i2014 itentang iAparatur iSipil iNegara 

i(UU iASN) 

2. Pasal i75 iPeraturan iPemerintah iNomor i49 iTahun i2018 itentang iManajemen iPPPK 

Pada idasarnya iPerlindungan ihukum iyang idiberikan ikepada iguru iPPPK 

imeliputi:23 

 

a. Jaminan iKesehatan 

1. Mencakup ipelayanan ikesehatan idasar idan irujukan 

2. Bertujuan imenjaga ikesehatan iguru iPPPK iagar idapat imelaksanakan itugas idengan 

ioptimal 

 

b. Jaminan iKecelakaan iKerja 

1. Perlindungan iterhadap irisiko ikecelakaan iyang iterjadi isaat imenjalankan itugas 

2. Meliputi iperawatan, irehabilitasi, idan ikompensasi ifinansial. 

 

c. Jaminan iKematian 

1. Perlindungan ibagi ikeluarga iguru iPPPK iyang imeninggal idunia 

2. Mencakup isantunan idan iuang iduka 

 

d. Bantuan iHukum 

1. Perlindungan ihukum idalam imenjalankan itugas iprofesi 

 
22

 iSjafri iMangkuprawira, i2021, i"Manajemen iSumber iDaya iManusia iStrategik", iGhalia iIndonesia, 

iJakarta, , iHlm. i156. 
23

 iWirawan, i2022, i"Evaluasi iKinerja iSumber iDaya iManusia", iSalemba iEmpat, iJakarta, , iHlm. i189. 
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2. Mencakup ikonsultasi ihukum, imediasi, idan ipendampingan idi ipengadilan ijika 

idiperlukan 

 

Meskipun imendapatkan iperlindungan ihukum, iterdapat iperbedaan isignifikan iantara 

iguru iPPPK idan iguru iPNS, iyaitu i:24 

a. Status iKepegawaian i: iGuru iPPPK iDiangkat idengan isistem ikontrak iuntuk ijangka 

iwaktu itertentu isedangkan iGuru iPNS iMemiliki istatus ikepegawaian itetap 

b. Jaminan iPensiun i: iGuru iPPPK iTidak imendapatkan ijaminan ipension isedangkan 

iGuru iPNS iMendapatkan ijaminan ipension 

c. Jenjang iKarir i: iGuru iPPPK iMemiliki iketerbatasan idalam ijenjang ikarir isedangkan 

iGuru iPNS imemiliki ijenjang ikarir iyang ilebih ijelas idan ipanjang. 

Status iPPPK iguru imemang imenimbulkan ibeberapa ipertanyaan idan ikekhawatiran 

iterkait iperlindungan ihukum iyang idiberikan, iterutama ijika idibandingkan idengan 

istatus iPNS. iBeberapa ipoin ipenting iyang iperlu idiperhatikan, iyaitu i: i(Satya iArinanto, 

iHak iAsasi iManusia idalam iTransisi iPolitik idi iIndonesia, iPusat iStudi iHukum iTata iNegara 

iFHUI, iJakarta, i2015, ihlm. i97.) 

1. Masa iKerja iTerbatas i: iPPPK iguru idiangkat iberdasarkan iperjanjian ikerja iuntuk 

ijangka iwaktu itertentu, iminimal i1 itahun idan idapat idiperpanjang. iHal iini iberbeda 

idengan iPNS iyang imemiliki istatus ikepegawaian itetap ihingga imasa ipensiun. 

iKetidakpastian imasa ikerja iini idapat imenimbulkan ikekhawatiran itentang 

istabilitas ipekerjaan ijangka ipanjang. 

2. Jaminan iKeberlangsungan iPekerjaan i: iPerpanjangan ikontrak iPPPK ibergantung 

ipada ikebutuhan iinstansi idan ipenilaian ikinerja. iTidak iada ijaminan iotomatis ibahwa 

ikontrak iakan iselalu idiperpanjang, iyang idapat imenciptakan iketidakpastian ikarir. 

3. Perbedaan iHak i: iMeskipun iPPPK iguru imendapatkan igaji idan itunjangan iyang 

isetara idengan iPNS, iterdapat iperbedaan idalam ibeberapa ihak. iPPPK itidak 

imendapatkan ijaminan ipensiun iseperti iPNS. iHal iini idapat imempengaruhi 

iperencanaan ikeuangan ijangka ipanjang. 

4. Pengembangan iKarir i: iPPPK iumumnya ihanya idapat imengisi ijabatan ifungsional, 

isementara iPNS imemiliki ikesempatan iuntuk imengisi ijabatan istruktural. iHal iini 

idapat imembatasi ipeluang ipengembangan ikarir iPPPK. 

 
24

 iSondang iP. iSiagian, iJakarta, i"Manajemen iSumber iDaya iManusia", iBumi iAksara, i2020, iHlm. i223. 
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5. Perlindungan iHukum i: iMeskipun iPP iNo. i49 iTahun i2018 imenyatakan ibahwa 

iPPPK imendapatkan iperlindungan iberupa ijaminan ihari itua, ikesehatan, 

ikecelakaan ikerja, idan ikematian, iimplementasi idi ilapangan imasih iperlu idikaji 

ilebih ilanjut. 

6. Fleksibilitas ivs iStabilitas i: iPPPK imemberikan ifleksibilitas ibagi ipemerintah 

idalam imengelola itenaga ipendidik, inamun ihal iini idapat imengorbankan istabilitas 

ikarir iguru. 

7. Kontroversi iKebijakan: iKebijakan iPPPK iguru imenuai ikontroversi. iBeberapa 

ipihak, itermasuk iPGRI, imenyatakan ibahwa ikebijakan iini idapat imelukai idan 

imerendahkan imartabat iguru. 

8. Implementasi idi i iDaerah i: iPelaksanaan iperlindungan ihukum ibagi iPPPK iguru idi 

itingkat idaerah imasih iperlu ipengawasan idan ievaluasi iuntuk imemastikan ihak-hak 

imereka iterpenuhi. 

 

Beberapa itantangan idalam iimplementasi iperlindungan ihukum ibagi iguru iPPPK: 

1. Ketidakpastian istatus ikepegawaian ijangka ipanjang 

2. Perbedaan ifasilitas idan itunjangan idibandingkan iguru iPNS 

3. Kebutuhan akan regulasi yang lebih komprehensif terkait manajemen PPPK 

 

Beberapa iupaya iuntuk imeningkatkan iperlindungan ihukum ibagi iguru iPPPK, iadalah 

isebagai iberikut i: i 

a) Evaluasi idan ipenyempurnaan iregulasi iterkait iPPPK 

b) Peningkatan ianggaran iuntuk ijaminan isosial idan ikesejahteraan iguru iPPPK 

c) Pemberian ikesempatan ipengembangan ikarir iyang ilebih iluas 

Dengan ipemahaman iyang ilebih imendalam itentang iperlindungan ihukum ibagi iguru 

iPPPK, idiharapkan idapat imendorong iperbaikan ikebijakan idan iimplementasi iyang 

ilebih ibaik iuntuk imenjamin ikesejahteraan idan iprofesionalisme iguru iPPPK idi 

iIndonesia. 
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2.2 Landasan iTeori 

2.2.1 Teori iPenegakkan iHukum 

Penegakan ihukum iadalah iproses idilakukannya iupaya iuntuk imenegakkan iatau 

imemfungsikan inorma-norma ihukum isecara inyata isebagai ipedoman iperilaku idalam 

ikehidupan ibermasyarakat idan ibernegara. iTujuannya iadalah iuntuk imewujudkan iide-

ide ikeadilan, ikepastian ihukum, idan ikemanfaatan isosial imenjadi ikenyataan. 

iBeberapa ikomponen ipenting idalam ipenegakan ihukum imeliputi:25 

1. Substansi iHukum i: iMencakup iaturan, inorma, idan ipola iperilaku inyata imanusia 

iyang iberada idalam isistem itersebut. 

2. Struktur iHukum i: iMeliputi ilembaga-lembaga ipenegak ihukum iseperti ikepolisian, 

ikejaksaan, ipengadilan, idan ilembaga ipemasyarakatan. 

3. Budaya iHukum i: iSikap imanusia iterhadap ihukum idan isistem ihukum, 

ikepercayaan, inilai, ipemikiran, iserta iharapannya. 

 

Menurut iSoerjono iSoekanto, iada ibeberapa ifaktor iyang imempengaruhi ipenegakan 

ihukum:26 

a. Faktor ihukum iatau iperaturan iitu isendiri 

b. Faktor ipenegak ihukum 

c. Faktor isarana iatau ifasilitas iyang imendukung 

d. Faktor imasyarakat 

e. Faktor ikebudayaan 

Penegakan ihukum iyang iefektif imembutuhkan ikeseimbangan iantara ikepastian 

ihukum, ikemanfaatan, idan ikeadilan. iHal iini ipenting iuntuk imenciptakan isistem 

ihukum iyang iadil idan iberfungsi idengan ibaik idalam imasyarakat. 

 

 

 

 
25

 iLawrence iM. iFriedman, i2009, iSistem iHukum; iPerspektif iIlmu iSosial, iNusa iMedia, iBandung, 

iHlm. i33. 
26

 iSoerjono iSoekanto, i2008, iFaktor-Faktor iyang iMempengaruhi iPenegakan iHukum, iPT. iRaja 

iGrafindo iPersada, iJakarta, iHlm. i8. 
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2.2.2 Teori iPerlindungan iHukum 

Perlindungan ihukum iadalah isuatu iperlindungan iyang idiberikan ikepada isubyek 

ihukum isesuai idengan iaturan ihukum, ibaik iitu iyang ibersifat ipreventif i(pencegahan) 

imaupun idalam ibentuk iyang ibersifat irepresif i(pemaksaan), ibaik iyang isecara itertulis 

imaupun itidak itertulis idalam irangka imenegakkan iperaturan ihukum. iPerlindungan 

ihukum ibagi itenaga ikerja ibertujuan iuntuk imenjamin iberlangsungnya isistem 

ihubungan ikerja isecara iharmonis itanpa idisertai iadanya itekanan idari ipihak iyang ikuat 

ikepada ipihak iyang ilemah. iUntuk iitu ipengusaha iwajib imelaksanakan iketentuan 

iperlindungan itenaga ikerja itersebut isesuai iperaturan iperundang-undangan iyang 

iberlaku. iPerlindungan ihukum ibertujuan iuntuk:27 

1. Menciptakan ikeadilan, iketertiban, ikepastian, idan ikemanfaatan idalam 

imasyarakat. 

2. Melindungi ihak-hak iindividu idari itindakan isewenang-wenang. 

3. Menjamin iberlangsungnya isistem ihubungan ikerja iyang iharmonis, ikhususnya 

idalam ikonteks iketenagakerjaan. 

Perlindungan ihukum idapat idibagi imenjadi idua ibentuk iutama:28 

a. Perlindungan iHukum iPreventif 

1) Bertujuan iuntuk imencegah iterjadinya ipelanggaran iatau isengketa. 

2) Memberikan ibatasan idalam imelakukan isuatu iperbuatan. 

3) Contoh: iPeraturan itentang isyarat-syarat ikeselamatan ikerja. 

b. Perlindungan iHukum iRepresif 

1) Bertujuan iuntuk imenyelesaikan isengketa iyang isudah iterjadi. 

2) Memberikan isanksi iterhadap ipelanggar ihukum. 

3) Contoh: iPenyelesaian isengketa idi ipengadilan. 

 

Perlindungan ihukum iharus imemenuhi iunsur-unsur iberikut:29 

1) Adanya iperlindungan idari ipemerintah iuntuk imasyarakat. 

2) Jaminan ikepastian ihukum. 

 
27

 iLalu iHusni, i2016,  iPengantar iHukum iKetenagakerjaan iIndonesia, iRaja iGrafindo iPersada, iJakarta, 

iHlm. i63. 
28

 iAgusmidah, 2010, iHukum iKetenagakerjaan iIndonesia: iDinamika dan iKajian iTeori, Ghalia 

iIndonesia, iBogor, iHlm. i42. 
29

 iIman iSoepomo, i2003, iPengantar iHukum iPerburuhan, iDjambatan, iJakarta, iHlm. i88. 
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3) Berkaitan idengan ihak-hak iwarga inegara. 

4) Adanya isanksi ihukuman ibagi ipihak iyang imelanggar. 

 

Dalam ikonteks iketenagakerjaan, iperlindungan ihukum imencakup:30 

a) Perlindungan iatas ihak-hak idasar ipekerja/buruh. 

b) Perlindungan iatas ikeselamatan idan ikesehatan ikerja. 

c) Perlindungan ikhusus ibagi ipekerja/buruh iperempuan, ianak, idan ipenyandang 

idisabilitas. 

d) Perlindungan itentang iupah, ikesejahteraan, idan ijaminan isosial itenaga ikerja. 

 

Dalam ihal iPerlindungan ihukum idi iIndonesia ipada idasarnya ididasarkan ipada:31 

1. Pasal i28D iayat i(1) iUUD i1945 iyang imenjamin ihak isetiap iorang iatas ipengakuan, 

ijaminan, iperlindungan, idan ikepastian ihukum iyang iadil. 

2. Undang-Undang iNo. i13 iTahun i2003 itentang iKetenagakerjaan iyang imengatur 

isecara ikhusus iperlindungan ibagi ipekerja/buruh. 

Dengan idemikian, iperlindungan ihukum imerupakan iinstrumen ipenting idalam 

imenegakkan ikeadilan idan imenciptakan ikeharmonisan idalam ihubungan ikerja 

imaupun idalam imasyarakat.

 
30

 iAsri iWijayanti, i2017, iHukum iKetenagakerjaan iPasca iReformasi, iSinar iGrafika, iJakarta, iHlm. 

i102. 
31

 iHardijan iRusli, i2011, iHukum iKetenagakerjaan, iGhalia iIndonesia, iBogor, iHlm. i71. 



 
 

 

 

 

 

 

 

BAB iIII 

 iMETODE iPENELITIAN 

3.1 Pendekatan iMasalah 

Pendekatan imasalah iyang idigunakan idalam ipenelitian iini iadalah ipendekatan 

inormatif idan ipendekatan iempiris. iPendekatan inormatif idigunakan iuntuk 

imenganalisis idan imenelaah inorma-norma ihukum, iperaturan iperundang-undangan, 

iasas-asas ihukum, idan ikonsep ihukum iyang imengatur iperlindungan ihukum ibagi 

iPPPK iguru. i 

Pendekatan iempiris idigunakan iuntuk imelihat ibagaimana inorma-norma ihukum 

itersebut iditerapkan idan iberfungsi idalam ipraktik idi ilapangan, iyaitu ibagaimana 

iperlindungan ihukum ibagi iPPPK iguru idi iKota iBandar iLampung iberjalan isecara 

inyata.. 

 

3.2 Sumber idata idan ijenis idata 

Sumber idata iyang idigunakan idalam ipenelitian iini iadalah idata iprimer idan idata 

isekunder. 

1. Data iprimer iadalah idata iyang idiperoleh imelalui istudi ilapangan iyaitu idata iyang 

iberasal idari iresponden idan iinforman, itermasuk iahli isebagai inarasumber iyang 

iberkaitan idengan ipenelitian. iPeneliti iakan imengambil iinformasi iatau idata 

imelalui iwawancara iterhadap iguru iPPPK idan ikepala isekolah idi iKota iBandar 

iLampung. 

2. Data isekunder iadalah idata iyang ididapatkan imelalui istudi ikepustakaan iyaitu 

idengan imempelajari ibuku-buku idan iperundang-undangan. iPeneliti imendapatkan 

idata ibersumber idari ijurnal, ibuku idan iUndang-undang iterkait. 
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3.3 Prosedur iPengumpulan idata idan ipengolahan idata 

iProsedur ipengumpulan idata ipada ipenelitian iini idilakukan idengan i; i 

 

1. Studi iPustaka i: i 

Mengumpulkan idan imempelajari ibahan ihukum iprimer, isekunder, idan itersier iyang 

irelevan, iseperti iperaturan iperundang-undangan iterkait iPPPK, ibuku, ijurnal, idan 

idokumen iresmi ilainnya. 

 

2. Studi ilapangan i 

Melakukan iwawancara ilangsung idengan inarasumber iyang iberkaitan, iseperti 

iPPPK iguru, ipejabat ipemerintah idaerah, idan ipihak isekolah idi iKota iBandar 

iLampung iuntuk imemperoleh idata iprimer. 

 

Prosedur ipengolahan idata 

1. Seleksi idata i 

Data iyang itelah idikumpulkan idari iwawancara, istudi ikepustakaan, idan idokumen 

idiperiksa isecara icermat iuntuk imemastikan ikelengkapan, irelevansi, idan 

ikevalidannya idengan ifokus ipenelitian. iData iyang itidak ilengkap iatau itidak isesuai 

iakan idiperbaiki iatau idibuang iagar ihanya idata iyang ivalid idan irelevan iyang idigunakan 

iuntuk ianalisis ilebih ilanjut. 

 

2. Klasifikasi idata 

Data iyang isudah idiseleksi ikemudian idikelompokkan isecara isistematis iberdasarkan 

ikategori itertentu iyang irelevan idengan imasalah ipenelitian, imisalnya iberdasarkan 

ijenis iperlindungan ihukum, istatus iPPPK, iatau iaspek ihukum iyang iberlaku. 

iPengelompokan iini ibertujuan iuntuk imemudahkan ianalisis idan ipemahaman iterhadap 

idata iyang iterkumpul. 

 

3. Penyusunan idata 

Setelah idiklasifikasikan, idata idisusun ikembali isecara isistematis idan iruntut isesuai 

idengan ikerangka ipembahasan iskripsi. iData idiuraikan idalam ibentuk inarasi ideskriptif 

iyang imenggambarkan ihasil ipenelitian isecara ijelas idan iterstruktur, isehingga 
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imemudahkan ipenarikan ikesimpulan idan ipemahaman iterhadap iperlindungan ihukum 

ibagi iPPPK iguru idi iKota iBandar iLampung. 

 

3.4 Jenis iData 

Penelitian iyuridis inormatif imenggunakan idata isekunder. iDi idalam ipenelitian 

ihukum, idata isekunder imencakup ibahan ihukum iprimer, ibahan ihukum isekunder, idan 

ibahan itersier.32 

a. Bahan ihukum iprimer 

Bahan ihukum iprimer iini imencakup iwawancara idengan ibeberapa ipihak iterkait idan 

iakan imenjawab ipertanyaan iterkait idengan iimplementasi ikebijakan iPPPK iguru idan 

iaspek iperlindungan ihukumnya idi itingkat idaerah iSerta iuntuk imenjelaskan imengenai 

ipenyempurnaan ikebijakan idan iregulasi iterkait iperlindungan ihukum ibagi iPPPK iguru 

idi iKota iBandar iLampung. 

 

b. Bahan ihukum isekunder 

Bahan ipustaka iyang iberisikan iinformasi itentang ibahan iprimer, iterdiri iatas iundang-

undang iyang iterkait, iliteratur itentang iperizinan, ihasil iseminar, idan ibahan iyang 

iterkait ilainnya iyang iberkaitan idengan iimplementasi ikebijakan iPPPK iguru idan iaspek 

iperlindungan ihukumnya idi itingkat idaerah iSerta iuntuk imenjelaskan imengenai 

ipenyempurnaan ikebijakan idan iregulasi iterkait iperlindungan ihukum ibagi iPPPK iguru 

idi iKota iBandar iLampung, ibeberapa idasar ihukum iyang idigunakan iadalah i: 

1. Peraturan iWalikota iBandar iLampung itentang iPengadaan iPPPK idi ilingkungan 

iPemerintah iKota iBandar iLampung 

2. Undang-Undang iNomor i5 iTahun i2014 itentang iAparatur iSipil iNegara 

3. Peraturan iPemerintah iNomor i49 iTahun i2018 itentang iManajemen iPPPK 

 

c. Bahan itersier 

Bahan ihukum ipenunjang iyang imemberikan ipetunjuk iterhadap ibahan ihukum iprimer 

idan ibahan ihukum isekunder, iantara ilain: iensiklopedi iIndonesia, ikamus ihukum 

 
32

 iSoerjono iSoekanto idan iSri iMamudji, i1995, iPenelitian iHukkum iNormatif, iRajaGrafindo iPersada, 

iJakarta ihlm i13. 
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imaupun ikamus ibahasa iInggris-Indonesia, idan ibahan itersier ilainnya iyang irelevan 

idengan ipenelitian. 

3.5 Analisis iData 

Analisis idata iyang idigunakan idalam ipenelitian iini iadalah ianalisis ideskriptif 

ikualitatif, iyaitu ianalisis idata itentang iperlindungan ihukum ibagi iPegawai iPemerintah 

idengan iPerjanjian iKerja i(PPPK) iguru idi iKota iBandar iLampung iyang iakan 

imembahas ibeberapa iaspek iutama, ibentuk-bentuk iperlindungan ihukum iyang 

idiberikan, idan iimplementasinya idi ilapangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

BAB iV 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

1. Berdasarkan ianalisis imendalam ipada iBab iIV, idapat idisimpulkan ibahwa 

iperlindungan ihukum ibagi iPegawai iPemerintah idengan iPerjanjian iKerja i(PPPK) 

iguru idi iKota iBandar iLampung imasih imenghadapi itantangan imultidimensi, 

imeskipun isecara inormatif itelah idijamin imelalui ikerangka iregulasi inasional idan 

idaerah. iPertama, idari iaspek iyuridis, iUU iNo. i20 iTahun i2023 itentang iASN idan iPP 

iNo. i49 iTahun i2018 itelah imenetapkan ikesetaraan ihak iantara iPPPK idan iPNS, 

itermasuk ijaminan isosial idan iprosedur irekrutmen iyang itransparan. iNamun, 

iimplementasinya idi ilapangan imenunjukkan ikesenjangan isignifikan, iseperti 

ipenunggakan igaji ihingga i9 ibulan iakibat iketergantungan ipada iAPBD idan 

ilemahnya imekanisme ipenegakan isanksi iadministratif. iKedua, iregulasi idaerah 

iseperti iPerwal iNo. i3 iTahun i2023 itentang iTambahan iPenghasilan iASN ibelum 

isepenuhnya iefektif ikarena iketidakstabilan ialokasi ianggaran iserta 

iketidakkonsistenan idalam ipenerapan ikebijakan. iKetiga, imeskipun iUU iGuru idan 

iDosen imenjamin ikesejahteraan iguru, iPPPK imasih imengalami idiskriminasi 

istruktural, iseperti iketerbatasan iakses itunjangan ispesifik idan iketiadaan ijaminan 

ipensiun iyang isetara idengan iPNS. 

 

2. Di isisi ilain, ifaktor ipenghambat iperlindungan ihukum ibersumber idari ikompleksitas 

istruktural, ikultural, idan iteknis. iSecara istruktural, iketerbatasan ianggaran idaerah 

imenjadi iakar imasalah ipenunggakan igaji, isementara ikapasitas iBKPSDM idalam 

imengelola idatabase ikepegawaian imasih ilemah, isebagaimana idiungkapkan iErda 

iNingsih i(Kepala iSekolah iSDN i1 iSumber iRejo) imengenai ipanjangnya iproses 

iadministrasi. iSecara ikultural, istigma i"pegawai ikontrak" iterhadap iPPPK idan 

ibudaya ibirokrasi iyang imemprioritaskan iPNS imenciptakan ilingkungan ikerja iyang 
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itidak iinklusif, iseperti iyang idialami iPanji iRamadhan i(guru iPPPK iSMPN i7 iBandar 

iLampung) iterkait iminimnya isosialisasi ihak. iSecara iteknis, ikoordinasi 

iantarinstansi i(BKPSDM, iDinas iPendidikan, iBPKAD) iyang itidak ioptimal idan 

ilemahnya isistem ipengaduan imemperparah iketidakpastian ihukum, iseperti 

itertuang idalam ilaporan iOmbudsman iRI iPerwakilan iLampung i2023. iTemuan iini 

imengonfirmasi iteori ipenegakan ihukum iLawrence iM. iFriedman iyang 

imenekankan ipentingnya isinergi iantara isubstansi ihukum, istruktur ikelembagaan, 

idan ibudaya ihukum iuntuk imencapai iperlindungan iefektif. 

 

5.2 Saran 

Untuk imengatasi ihambatan itersebut, idiperlukan ilangkah-langkah istrategis iyang 

imenyasar iakar imasalah: 

1. Pemerintah iPusat iharus imerevisi iPP iNo. i49 iTahun i2018 idengan imemasukkan 

iklausul isanksi iadministratif ibagi iinstansi iyang iterlambat imembayar igaji iPPPK, 

itermasuk idenda iprogresif isebesar i2% iper ibulan idari itotal itunggakan. iSelain iitu, 

iperlu iharmonisasi iUU iASN i2023 idengan iUU iGuru idan iDosen imelalui iPeraturan 

iBersama iKemenPAN-RB idan iKemendikbud iuntuk imenjamin ikesetaraan 

ijaminan ipensiun. iPemerintah iKota iBandar iLampung iperlu imengalokasikan 

ianggaran ikhusus iPPPK idalam iAPBD iyang iterpisah idari ipos ibelanja iPNS, idisertai 

ipenguatan isistem iSIAP iKepegawaian iuntuk imemantau idistribusi igaji isecara ireal-

time. iTransparansi ianggaran iwajib idipublikasikan imelalui iportal iresmi ipemda, 

itermasuk ilaporan itriwulanan ipenggunaan idana. 

 

2. BKPSDM iKota iBandar iLampung iharus imenyelenggarakan ipelatihan iintensif 

ibagi iSDM ipengelola iPPPK iterkait imanajemen ikontrak idan ipenyelesaian 

isengketa, ibekerja isama idengan iLembaga iAdministrasi iNegara i(LAN). iSelain iitu, 

iperlu imembentuk itim ipengawas iindependen iyang imelibatkan iakademisi idan 

iLSM iuntuk imemantau iproses irekrutmenBKPSDM iKota iBandar iLampung iharus 

imenyelenggarakan ipelatihan iintensif ibagi iSDM ipengelola iPPPK iterkait 

imanajemen ikontrak idan ipenyelesaian isengketa, ibekerja isama idengan iLembaga 

iAdministrasi iNegara i(LAN). iSelain iitu, iperlu imembentuk itim ipengawas 

iindependen iyang imelibatkan iakademisi idan iLSM iuntuk imemantau iproses 

irekrutmen. iDinas iPendidikan iKota iBandar iLampung iwajib imengadakan 
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isosialisasi iberkala itentang ihak-hak iPPPK idi isetiap isekolah, itermasuk imekanisme 

ipengaduan imelalui iplatform idigital iterintegrasi. iKolaborasi idengan iPGRI isetatan 

idiperlukan iuntuk imembentuk ipusat ibantuan ihukum iguru iPPPK. iDPRD iKota 

iBandar iLampung iharus imemperkuat ifungsi ipengawasan idengan imerevisi iPerda 

iNo. i15 iTahun i2023 iuntuk imemasukkan iindikator ikinerja iperlindungan iPPPK 

idalam ievaluasi itahunan ikepala idaerah. iAnggaran iuntuk iprogram iini idapat 

idialokasikan idari idana iaspirasi ianggota idewan. 
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